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ABSTRAK 
 

IMPLEMENTASI E-BILLING SYSTEM DALAM MENGOPTIMALKAN 

PENDISTRIBUSIAN PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA METRO 

 

 

Oleh 

 

ROHANI JULIANA SIHOTANG 
 

Pupuk bersubsidi menjadi salah satu komoditi penting dalam sektor pertanian. 

Sebagai upaya pemerataan distribusi pupuk bersubsidi, Pemerintah Provinsi 

Lampung mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pola 

Distribusi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung. Dalam peraturan 

tersebut dijelaskan bahwa sistem pendistribusian pupuk bersubsidi akan dilaksanakan 

melalui sistem online yaitu e-billing system. Salah satu Kabupaten/Kota yang telah 

menerapkan e-billing system adalah Kota Metro. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan e-billing system dan 

hambatan-hambatan pelaksanaan e-billing system di Kota Metro. Tipe penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik wawancara dan dokumentasi dan teori yang digunakan oleh peneliti adalah 

teori kesiapan pelaksanaan e-governance oleh Heeks dan indikator tingkat 

keoptimalan pendistribusian pupuk bersubsidi. Hasil temuan dari penelitian ini 

mengungkapkan bahwa e-billing system telah memenuhi konsep governance as 

innovation, governance as collaboration dan governance as public service. Namun 

dalam pelaksanaannya dinilai belum baik karena belum mampu memenuhi indikator 

kesiapan pelaksanaan e-governance dan indikator tingkat keoptimalan pendistribusian 

pupuk bersubsidi melalui e-billing system di Kota Metro. 

 

Penelitian ini merekomendasikan saran kepada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian 

dan Perikanan Kota Metro guna mengoptimalkan kesiapan pelaksanaan e-billing 

system di Kota Metro, supaya pemerataan distribusi pupuk bersubsidi di KotaMetro 

dapat terwujud sesuai dengan azaz enam tepat. 

 

Kata Kunci: Implementasi, optimalisasi, e-governance, pupuk bersubsidi.



 

ABSTRACT 
 

IMPLEMENTATION OF E-BILLING SYSTEM IN OPTIMIZING THE 

DISTRIBUTION OF SUBSIDIZED FERTILIZERS IN METRO CITY 

 

By 

 

ROHANI JULIANA SIHOTANG 

 

Subsidized fertilizer has become an important commodity in the agricultural sector. 

As an effort to equalize the distribution of subsidized fertilizers, the Government of 

Lampung Province issued Governor Regulation Number 99 Year 2016 concerning 

the Pattern of Distribution of Subsidized Fertilizer Agriculture Sector in Lampung 

Province. The regulation explained that the subsidized fertilizer distribution system 

would be implemented through an online system, e-billing system. One of the 

regencies / cities that has implemented an e-billing system is Metro City. 

 

This study aims to analyze the implementation of e-billing system and the obstacles in 

implementing e-billing system in Metro City. This type of research is descriptive with 

a qualitative approach. In this study, researchers used interview and documentation 

techniques and the theory used by researchers was the theory of the readiness of e-

governance by Heeks and indicators of the optimal level of distribution of subsidized 

fertilizers. The findings of this study reveal that e-billing systems have met the 

concepts of governance as innovation, governance as collaboration and governance 

as public service. However, in its implementation it is considered not good because it 

has not been able to meet the readiness indicators for the implementation of e-

governance and indicators of the optimal level of distribution of subsidized fertilizer 

through the e-billing system in Metro City. 

 

This study recommends suggestions to Metro City's Department of Food Security, 

Agriculture and Fisheries in order to optimize the readiness of the implementation of 

e-billing systems in Metro City, so that the distribution of subsidized fertilizer 

distribution in the City of Metro can be realized in accordance with the six principles 

correctly. 
 

Keywords: Implementation, optimization, e-governance, subsidized fertilizer. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

 

Globalisasi kini telah mamasuki era baru yang sering disebut dengan Revolusi 

Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 dimulai pada tahun 2010-an melalui rekayasa 

intelegensia dan internet of things sebagai tulang punggung pergerakan dan 

konektivitas manusia dan mesin. Revolusi industri 4.0 kini telah melahirkan corak 

masyarakat yang baru yang biasa disebut masyarakat pintar (smart society) yang 

berbeda dari masyarakat sebelumnya, yakni masyarakat agararis, industri dan 

informasi. Revolusi Industri 4.0 juga secara fundamental mengakibatkan perubahan 

cara manusia berpikir, hidup dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini pun 

mengubah pola aktivitas manusia. Perubahan pola aktivitas ini ditandai dengan 

semakin cepatnya interaksi manusia dan segala sesuatunya haruslah berjalan efektif 

dan efisien dalam berbagai bidang, bukan saja dalam bidang teknologi, namun juga 

bidang yang lain seperti bidang ekonomi, sosial, dan politik. 

 

Perubahan pola aktivitas manusia di era Revolusi Industri 4.0 menjadi suatu 

tantangan tersendiri khususnya bagi pemerintah dalam menjalankan 

kepemerintahan dan pelayanan publik. Pola interaksi yang kian cepat menuntut 

pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cepat dan tepat serta mampu 
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mewujudkan kepemerintahan yang bersih dan transparan. Selain pelayanan yang 

cepat dan tepat, manusia juga menginginkan pelayanan berkualitas yang dapat 

diandalkan dan terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif. Dengan adanya 

perubahan pola interaksi dan kian tingginya tuntuan manusia terhadap kualitas 

pelayanan publik di era digital ini, pemerintah menerapkan inovasi baru dalam 

proses pelaksanaan pelayanan publik yakni dengan memanfaatkan teknologi 

informasi atau yang sering kita sebut sebagai e-Government.Pada intinya e-

Government adalah penggunaan teknologi informasi sebagai alat untuk membantu 

menjalankan sistem pemerintahan agar lebih efektif dan efisien. Ada dua hal utama 

dalam pengertian tersebut, yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi 

(salah satunya internet) sebagai alat bantu dan yang kedua ialah tujuan 

pemanfaatannya sehingga pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.  

 

Dalam pengembangan e-Government, kita perlu mempertimbangkan bahwa e-

Government dapat dikembangkan lebih lanjut dan lebih luas ke e-Governance. E-

Governance dapat diartikan sebagai proses governance dimana terdapat banyak 

sektor yang terlibat (tidak hanya sektor publik tapi juga sektor privat dan sektor 

non-pemerintah) serta terjadi antar level governance yang berbeda (Nurhadryan, 

2009). Penerapan e-Governance dalam proses pelaksanaan pelayanan publik dapat 

dilihat dari berbagai sektor mulai dari pendidikan, kesehatan, 

perdagangan ,pertanian dan sektor lainnya. 

 

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas bekerja 

sebagai petani. Sektor pertanian menjadi salah satu sektor penting bagi negara 

agraris seperti Indonesia. Meskipun sektor pertanian menjadi salah satu sektor 
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penting, di Indonesia masih banyak terdengar keluhan-keluhan akan pelayanan 

publik pada sektor pertanian yang disampaikan oleh petani-petani di Indonesia. 

Keluhan-keluhan yang disampaikan masih berkaitan dengan aspek-aspek pertanian 

seperti lahan pertanian, bibit tanaman, ketersediaan sumber air hingga pola 

pendistribusian pupuk. Keluhan-keluhan yang disampaikan para petani sudah coba 

diatasi oleh Pemerintah salah satunya adalah permasalahan pupuk.  

 

Pupuk merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pertanian. Pupuk 

menjadi penting karena dengan pupuk maka tanaman-tanaman pertanian dapat 

tumbuh dengan baik. Sebagai salah satu aspek penting, pupuk justru sulit 

didapatkan oleh para petani karena harga pupuk yang dijual terbilang mahal dan 

mengakibatkan tingginya biaya pertanian. Melihat kondisi tersebut, maka 

Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengadakan subsidi bagi pupuk agar 

pupuk dapat dijangkau oleh seluruh kalangan petani khususnya petani kalangan 

menengah ke bawah. Setelah ditetapkannya kebijakan pupuk bersubsidi, ternyata 

masih didapati permasalahan terkait dengan proses pendistribusian pupuk 

bersubsidi. Proses pendistribusian pupuk bersubsidi dirasa belum optimal karena 

belum bisa memenuhi standar enam tepat (tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, 

tepat harga, tepat mutu, dan tepat waktu ). Pendistribusian pupuk bersubsidi yang 

masih belum optimal masih banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia, salah 

satunya di Provinsi Lampung. 

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi yang warganya banyak bekerja 

pada sektor pertanian dan perkebunan. Berikut ini adalah data sebaran penduduk 

Provinsi Lampung berdasarkan lapangan perkejaan utama. 
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Tabel 1. Data Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan 

Pekerjaan Utama 

 
No Jenis Pekerjaan Jumlah Penduduk 

1 Pertanian Tanaman Padi dan Palawija 1.233.402 

2. Hortikultura 48.854 

3. Perkebunan 799.313 

4. Perikanan 57.161 

5. Peternakan 41.360 

6. Kehutanan 6.995 

7. Pertambangan dan Penggalian 12.140 

8. Industri Pengolahan 170.536 

9. Listrik dan Gas 7.597 

10. Konstruksi/Bangunan 116.444 

11. Perdagangan 436.975 

12. Hotel dan Rumah Makan 26.513 

13. Transportasi dan Pergudangan 115.881 

14. Informasi dan Komunikasi 9.725 

15. Keuangan dan Asuransi 13.239 

16. Jasa Pendidikan 121.018 

17. Jasa Kesehatan 24.516 

18. Jasa Kemasyarakatan 279.054 

19. Lainnya 36.960 

Jumlah 3.557.683 

(Sumber: Data Sensus Penduduk 2010 - Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 

diolah oleh Peneliti) 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sektor pertanian masih menjadi 

sektor terbesar dalam perekonomian masyarakat Lampung. Sebagai salah satu 

sektor penting dalam perekonomian Lampung ternyata masih terdapat beberapa 

permasalahan dalam sektor pertanian.Salah satu permasalahan yang dijumpai pada 

sektor pertanian di Provinsi Lampung adalah masih terbatasnya kuota pupuk 

bersubsidi. Selain itu, permasalahan lain yang dijumpai adalah proses distribusi 

pupuk yang belum merata di kalangan kelompok tani maupun di petani secara 

individu. Proses pendistribusian yang dianggap cukup panjang menimbulkan 

keterlambatan dalam pendistribusi pupuk bersubsidi.  

 

Permasalahan tentang distribusi pupuk bersubsidi jika diperhatikan lebih dalam 

akan berdampak lebih jauh pada program pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
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di bidang sosial. Pupuk bersubsidi apabila tidak dapat terdistribusi dengan baik 

maka akan berdampak pada penurunan pendapatan petani, yang disebabkan karena 

naiknya biaya produksi untuk membeli pupuk bersubsidi di atas Harga Eceran 

Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. 

 

Melihat masih banyaknya permasalahan dalam proses pendistribusian pupuk 

bersubsidi di Provinsi Lampung, membuat Pemerintah Provinsi Lampung 

mengeluarkan kebijakan untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut 

dengan cara menerapkan  sistem e-Governance. Penerapan sistem e-Governance 

dirasa menjadi alternatif yang tepat untuk menangani permasalahan pendistribusian 

pupuk, karena sistem e-Governance mampu memperpendek jalur distribusi yang 

rentan penyelewengan. Kebijakan tersebut dituangkan dalam sebuah peraturan 

yakni Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pola Distribusi Pupuk 

Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung.  

 

Pemerintah Provinsi Lampung mengubah pola pendisitribusian menjadi berbasis 

daring (online) dengan menggunakan e-billing system yang dikelola bersama 

dengan PT. Bank Lampung. e-billing system merupakan salah satu inovasi 

Pemerintah Provinsi Lampung dalam penerapan sistem e-Governance.Dalam e-

billing system ini terdapat dua produsen sebagai pemasok pupuk bersubsidi yakni 

PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. Pelaksanaan e-billing 

system ini nantinya akan membutuhkan peranan dari petani, kelompok tani (poktan) 

maupun gabungan kelompok tani (gapoktan). Berikut ini adalah gambar tampilan 

dari website e-billing system. 
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Gambar 1. Tampilan Form Login Website e-Billing System. 

 

(Sumber: www.pupuklampung.com, 2018) 

 

 

Gambar diatas merupakan tampilan login website dari e-billing system. Kelompok 

tani yang akan melakukan penebusan pupuk bersubsidi harus mengunjungi website 

tersebut dan diharuskan memasukkan ID User, password juga kode chapta. Setiap 

kelompok tani yang telah terdaftar sebagai peserta e-billing system akan menerima 

ID User serta password tersendiri.  

 

Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 menjelaskan bahwa yang dimaksud 

dengan Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan 

lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak 

mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya 

tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan 

pembudidaya ikan dan atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha. 

Kelompok tani yang selanjutnya akan disebut dengan poktan merupakan kumpulan 

petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, 

http://www.pupuklampung.com/
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kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan 

komoditas dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha 

anggota. Dalam rangka untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, 

beberapa kelompok petani dapat bergabung dan membentuk sebuah kelompok yang 

biasa disebut sebagai gabungan kelompok tani atau gapoktan. 

 

Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, 

sampai dengan bulan Juni tahun 2018 terdapat 13 Kabupaten/Kota telah 

menerapkan sistem ini, salah satunya adalah Kota Metro. Kota Metro mulai 

menerapkan e-billing system pada tahun 2017 dan masih terus berjalan hingga saat 

ini. Berikut ini adalah data pengguna e-billing system di Kota Metro. 

Tabel 2 Data e-Billing system Kota Metro Periode Januari-Juni 2018 

 
No 

 

 

Kabupaten/ 

Kota/ 

Kecamatan 

Jumlah 

Poktan 

Jumlah 

Gapoktan 

Jumah 

Kecamatan 

Jumlah 

Desa 

Jumlah 

Kios/ 

Pengecer 

Jumlah 

Distributor 

1 Metro 1 21 5 21 11 2 

 -Pusat 14 4 1 4 1  

 -Barat 25 4 1 4 2  

 -Utara 48 4 1 4 4  

 -Selatan 31 4 1 4 2  

 Timur 19 5 1 5 2 2 

 

(Sumber: Data e-billing system Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Periode 

Januari-Juni 2018) 

 

 

Data yang ditampilkan dalam tabel menjadi bukti bahwa e-billing system sudah 

dilaksanakan di Kota Metro. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

keikutsertaan gapoktan-gapoktan di Kota Metro sudah cukup baik. Diketahui 

bahwa setiap kecamatan yang ada di Kota Metro telah menerapkan e-billing system 

dan juga telah diikuti oleh 21 Gapoktan. Meskipun sudah menjadi Kota Madya, 
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sektor pertanian masih menjadi sektor yang penting dan menjadi fokus Pemerintah 

Kota Metro.  

 

Kota Metro memiliki lahan persawahan sekitar 2.985 hektare, dan dari 2.985 

hektare lahan persawahan tersebut, 1.430 hektare sawah di Kota Metro mampu 

panen 3 kali dalam satu tahun dan 1.555 hektare sawah sisanya mampu panen 2 kali 

dalam setahun. (http://info.metrokota.go.id/ridho-ficardo-launching-

pendistribusian-pupuk bersubsisdi-pola-billing-system-di-kota-metro/ diakses pada 

31 Agustus 2018). Potensi lahan yang ada ini tidak didukung oleh adanya 

ketersediaan pupuk yang merupakan salah satu hal penting dalam sektor pertanian. 

Banyak terjadi kasus kelangkaan pupuk bersubsidi di kalangan petani di Kota Metro 

sehingga membuat petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi yang harganya 

cukup mahal. Selain itu, proses distribusi yang panjang juga menjadi suatu masalah 

yang akhirnya menimbulkan banyak terjadinya keterlambatan pupuk bersubsidi 

sampai kepada para petani.  

 

Keterlambatan dalam pemupukan, dapat mempengaruhi proses pertumbuhan 

tanaman padi. Apabila tanaman padi tidak tumbuh dengan baik, maka akan 

berpengaruh pada hasil panen dan pendapatan petani.Banyaknya keluhan-keluhan 

terkait dengan permasalahan pupuk yang terjadi di Kota Metro menjadi satu 

pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi Lampung dan juga Pemerintah Kota Metro 

untuk menerapkan e-billing system di Kota Metro. Pelaksanaan e-billing system di 

Kota Metro telah dilakukan sejak tahun 2017 dan diawasi langsung oleh Dinas 

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro.  

 

http://info.metrokota.go.id/ridho-ficardo-launching-pendistribusian-pupuk%20bersubsisdi-pola-billing-system-di-kota-metro/
http://info.metrokota.go.id/ridho-ficardo-launching-pendistribusian-pupuk%20bersubsisdi-pola-billing-system-di-kota-metro/


9 
 

Dengan diterapkannya e-billing system di Kota Metro, diharapkan mampu 

memberikan keuntungan bagi petani antara lain pupuk yang diterima sesuai dengan 

standar optimal pendistribusian pupuk bersubsidi yang sering disebut sebagai  enam 

tepat yaitu tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, dan tepat 

waktu. Kemudian petani dapat membeli pupuk bersubsidi dengan harga sesuai HET 

(harga eceran tertinggi) dan kepastian ketersedian pupuk bersubsidi untuk 

kelompok tani. Keuntungan dari sistem ini juga dapat dirasakan nantinya oleh 

distributor serta pengecer dalam hal mempermudah pencatatan dan tertib pelaporan. 

Selain itu, dengan diterapkannya e-billing system pupuk ini diharapkan mampu 

menyelesaikan permasalah pupuk di kalangan petani sehingga produksi padi pun 

kian meningkat dan dengan meningkatkanya produksi padi, diharapkan juga 

kesejahteraan petani menjadi lebih baik dan bukan tidak mungkin lambat laun 

kedaulatan pangan Indonesia dapat terwujud. 

 

Dengan adanya fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi e-Billing System Dalam 

Mengoptimalkan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi di Kota Metro”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu pokok 

permasalahan yaitu : 

1. Bagaimanakah implementasi e-billing system dalam upaya optimalisasi 

pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota Metro? 
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2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi e-billing system 

untuk mengoptimalkan proses pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota 

Metro? 

 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

1. Implementasi e-billing system dilihat dari sisi kesiapan pelaksanaan e-

governance telah memenuhi beberapa indikator yaitu kesiapan infrastruktur 

hukum, infrastruktur kelembagaan, dan sumber daya manusia. Dari sisi 

keoptimalan pendistribusian pupuk bersubsidi juga telah memenuhi beberapa 

indikator yaitu ketepatan jenis, ketepatan tempat, dan ketepatan harga dan 

ketepatan mutu. 

 

2.  Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian, dan Perikanan Kota Metro dalam proses implementasi e-billing 

system untuk mengoptimalkan proses pendistribusian pupuk bersubsidi di Kota 

Metro diantaranya terbatasnya permodalan petani, terbatasnya kuota pupuk 

bersubsidi, sikap petani yang kurang patuh terhadap prosedur penebusan pupuk 

bersubsidi, dan keterlambatan dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi 

di Kota Metro. 

 

 

D.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, skripsi ini mampu memberikan kontribusi pemikiran, informasi 

dan pengetahuan bagi studi Ilmu Administrasi Negara mengenai fenomena 

yang terjadi dalam salah satu ruang lingkup administrasi publik yaitu 

implementasi e-Governance. 

 

2. Manfaat Praktis 

 

Hasil penelitian ini dapat menjadi memberikan masukan-masukan yang 

bermanfaat bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota 

Metro dan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung dalam 

pelaksanaan e-billing system. 





 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian 

sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang 

sedang berjalan. Penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian Perbedaan 

Muher Sukmayanto, 

dkk (2019) 

Persepsi Petani Padi 

Terhadap Program 

Billing System Di 

Kecamatan Metro 

Barat Kota Metro 

Persepsi petani 

terhadap program 

billing system dilihat 

dari tujuan program 

dalam kategori baik. 

Persepsi petani 

terhadap program 

billing system dilihat 

dari pelaksanaan 

program masih dalam 

kategori kurang baik. 

Persepsi petani 

terhadap program 

billing system dilihat 

dari manfaat yang 

diperoleh petani 

dikategorikan baik. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Muher 

Sukmayanto lebih 

memfokuskan kepada 

persepsi petani di Kota 

Metro terhadap 

program billing system 

ditinjau dari tujuan 

program, pelaksanaan 

program serta manfaat 

yang diperoleh petani. 

Sedangkan penulis 

membahas mengenai 

pelaksanaan program 

billing system yang 

ditinjau dari kesiapan 

pelaksanaan e-

governance dan tingkat 

keoptimalan 

pendistribusian pupuk 

bersubdisi serta 

mengidentifikasi 

hambatan-hambatan 

dalam pelaksanaan 

billing system. 
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Maulana Mukhlis 

(2013) 

Penerapan Good 

Governance Dalam 

Pengadaan 

Barang/Jasa Dan 

Pengelolaan Aset 

(Pengalaman 

Pemerintah Provinsi 

Lampung) 

Berdasarkan empat 

pilar utama good 

governance dalam 

pengadaan barang/jasa 

yaitu transparansi, 

akuntabilitas, serta 

keadilan, ekonomis 

dan efisiensi secara 

umum di Provinsi 

Lampung masih 

menghadapi kendala 

yang serius. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh 

Maulana Mukhlis lebih 

membahas tentang 

pengadaaan 

barang/jasa berdarkan 

empat pilar good 

governance, sedangkan 

penelitian yang 

dilakukan oleh penulis 

lebih menekankan 

kepada pengadaan 

barang publik yakni 

pupuk bersubsidi 

dengan mengadaptasi 

pola e-governance. 

Dewie Brima Atika 

dan Andi Windah 

(2017) 

Revitalisasi Peran 

Karang Taruna 

Melalui 

Pemberdayaan SNS 

(Social Networking 

Sites) (Studi Pada 

Karang Taruna 

Kecamatan Pardasuka 

Kab Pringsewu) 

Peran karang taruna 

dalam membina 

generasi muda di 

kecamatan pardasuka , 

kabupaten pringsewu 

belum maksimal baru 

sebatas peran teknis. 

Para pemuda juga 

belum memanfaatkan 

SNS guna 

merevitalisasi peran 

karang taruna 

dikarenakan beberapa 

faktor penghambat. 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Dewie 

Brima Atika 

membahas tentang 

pemanfaatan SNS 

(media sosial, website) 

dalam merevitalisasi 

peran karang taruna di 

Pardasuka. Sedangkan 

dalam penelitian 

penulis membahas 

tentang pemanfaatan 

teknologi informasi 

(website) oleh 

Pemerintah Kota Metro 

dalam proses 

pemberian pelayanan 

publik khususnya 

pendistribusian pupuk 

bersubsidi. 

 (Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019) 

 

 

Penulis menggunakan beberapa refrensi diatas untuk memperkaya hasil penelitian, 

penulis menggunakan variabel yang berbeda dari ketiga penelitian diatas, tidak ada 

kesamaan antara penelitian yang sudah dilakukan oleh ketiga peneliti di atas. Penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis merupakan hal yang baru karena mendapatkan hasil 

yang berbeda dari variabel sebelumnya, hal itu dilakukan guna menghindari hasil 

penelitian dan permasalahan yang sama. 
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B.  Tinjauan tentang Implementasi 

 

 

Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari hal-hal yang telah 

diputuskan oleh para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang 

berpengaruh. Tahapan implementasi pada hakikatnya memiliki peranan dan pengaruh 

yang besar karena sesuatu yang telah direncanakan akan menjadi berarti apabila proses 

implementasi yang dilakukan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi 

merupakan suatu tahapan yang harus dilaksanakan secara maksimal agar tujuan 

kebijakan dapat tercapai. 

 

Menurut Usman (2002), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan 

atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Setiawan (2004) 

berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses 

interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan 

pelaksana, birokrasi yang efektif. 

 

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka penulis 

menyimpulkan, implementasi adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk 

melaksanakan hal-hal yang telah dirumuskan sebelumnya untuk mencapai tujuan 

tertentu. 
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C. Konsep Governance 

 

 

Dalam studi administrasi publik, governance memiliki beberapa posisi diantaranya: 

 

1) Governance as Innovation 

Inovasi dalam governance dianggap penting bagi adaptasi dan penyesuaian 

lingkungan yang berubah cepat dalam dunia yang sedang mengalami globalisasi. 

Ini jelas penting bagi pembentukan dan peningkatan kapasitas pemerintahan. 

Kegagalan berinovasi berarti kegagalan dalam beradaptasi, membangun kapastias, 

dan melakukan pemerintahan yang efektif. Inovasi dalam proses dan struktur 

administratif dianggap penting bagi organisasi dan manajemen sistem governance, 

dan bagi implementasi kebijakan inovatif yang efektif. 

 

Tanpa sistem administratif atau manajerial yang inovatif dan adaptif, kebijakan 

inovatif tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya organisasi dan kapasitas untuk 

mengimplementasikannya. Karena itu inovasi dalam governance berisi berbagai 

ragam inovasi manajerial, institusional, organisasi, budaya, dan teknologi untuk 

tujuan adaptasi dan sebagai ide kreatif dan baru yang merubah proses dan sruktur 

governance. Ini mempermudah pembentukan dan peningkatan kapasitas 

manajerial, administratif, dan governance, bukan hanya untuk menjaga kinerja 

tinggi tapi juga proses antisipasi, guna menghadapi tantangan jaman globalisasi. 

(Farazmand:2004) 
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2) Governance as Collaboration 

Model tata kelola baru mengacu pada penekanan penggunaan jaringan, kemitraan, 

kolaborasi dan sangat banyak istilah lain yang menggarisbawahi tata kelola sebagai 

keterlibatan eksternal daripada proses internal organisasi. Model ini melibatkan 

organisasi publik yang terlibat dengan para pemangku kepentingan dalam proses 

pengambilan keputusan kolektif dengan cara formal, berorientasi konsensus, dan 

deliberatif sarjana yang mempelajari tata kelola dan kolaborasi melihat pentingnya dan 

manfaat menggunakan jaringan dalam mempelajari paradigma tata kelola baru di mana 

administrator publik bekerja lintas sektor dan batas peradilan. Model ini didefinisikan 

oleh Ansell dan Gash sebagai “pengaturan di mana satu atau semakin banyak lembaga 

publik yang secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara dalam 

proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat formal, berorientasi pada 

konsensus, dan deliberatif dan yang bertujuan untuk membuat atau 

mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset ”.  

 

Prinsip utamanya adalah bahwa pekerjaan pemerintah, baik dalam hal perumusan 

kebijakan, implementasi, pemberian layanan, di berbagai tingkatan global, nasional atau 

lokal harus menjadi produk kemitraan pemerintah yang inklusif, private sektor dan 

masyarakat sipil. Berbagai aplikasi merupakan nuansa penggunaan yang umumnya 

tidak menyimpang banyak dari prinsip inti ini. Tim Cadman memadukan pandangan 

para sarjana lain, menjelaskan paradigma ini sebagai berikut:  

Pemerintahan modern digambarkan sebagai hakikat sosial politik, dan didefinisikan 

sebagai “proses interaksi yang terus menerus antara aktor sosial, kelompok dan 
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kekuatan dan organisasi, lembaga atau otoritas publik atau semi publik ". Interaksi 

adalah kunci, dan diidentifikasi sebagai serangkaian pengaturan "bersama" antara 

aktor negara dan non-negara, yang lebih berorientasi pada pendekatan kolaboratif 

dalam penyelesaian masalah. Dalam model seperti itu, transmisi informasi dan 

pengetahuan serta penilaiannya oleh mereka yang terlibat memainkan peran sentral, 

dan musyawarah daripada arahan telah menjadi mekanisme alternatif untuk 

menangani kompleksitas dan ambiguitas masalah politik dan sosial.Sorotan penting 

meliputi yang berikut ini:  

1) Forum tata kelola kolaboratif diprakarsai oleh badan-badan publik atau 

lembaga,  

2) Peserta dalam forum tata kelola termasuk aktor non-pemerintah,  

3) Peserta terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, tidak hanya 

berkonsultasi, 

4) Forum tata kelola secara formal diselenggarakan dan bertemu secara kolektif,  

5) Forum tata kelola bertujuan untuk membuat keputusan berdasarkan konsensus, 

dan 

6) Fokus kolaborasi adalah pada kebijakan publik atau manajemen publik.  

Laporan Umum Tata Pemerintahan Kemitraan dan menunjukkan bahwa alasan 

penggunaan kemitraan atau jaringan tata kelola meliputi: 

1) Peningkatan efisiensi, seperti: mengoptimalkan pembagian kerja atau 

memberikandampakdari skala pembangunan, 

2) Peningkatan efektivitas, seperti: meningkatkan keterampilan dan sumber daya dan 

berinovasi pada metodedan cara pengiriman barang publik;  
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3) Peningkatan pemerataan dalam proses dan hasil seperti: membangun kelembagaan 

tingkat masyarakat struktur, jaringan dan kapasitasuntuk memungkinkan kontrol 

lokal. (Ikeanyibe:2017) 

 

3) . Governance as Public Service 

Birokrasi pemerintah dibentuk sebagai organisasi publik dengan maksud untuk 

melayani dan melindungi kepentingan publik. Konsep kepentingan dan publik 

berkaitan dengan kebutuhan yang dapat berupa barang atau jasa. Konsep pelayanan 

adalah cara melayani atau usaha melayani kebutuhan orang lain. Dalam pelayanan 

publik orang lain yang dimaksud adalah warga Negara sebagai konsumen 

sedangkan pihak penyedia layanan bisa swasta melalui mekanisme pasar , bisa 

Negara melalui birokrasi pemerintah dan bisa juga masyarakat melalui lembaga 

swadaya masyarakat dan organisasi profesi.Instansi atau birokrasi pemerintah 

dimaknai sebagai satuan kerja atau satuan organisasi, departemen, lembaga 

pemerintah non departemen, dan instansi pemerintah lainnya baik pusat maupun 

daerah. Pemerintah sebagai lembaga birokrasi mempunyai fungsi untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Duadji (2012) penting untuk 

mampu memberikan pelayanan publik yang konkrit, aplikatif, cepat, tepat, mudah, 

murah, makin baik, terus menerus meningkat dan tidak diskriminatif kearah 

peningkatan kualitas pelayanan publik 

 

Menurut Lembaga Administrasi Negara, pelayanan yang dikelola oleh tiap-tiap 

instansi pemerintah terbagi atas: pelayanan utama (core service), pelayanan 

fasilitas (facilitating service) dan pelayanan pendukung(supporting service). 
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Pelayanan utama adalah pelayanan yang diberikan oleh suatu unit penyedia jasa 

pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utama yang diberikan kepada unit 

penyedia pelayanan tersebut.Pelayanan fasilitas,yaitu pelayanan yang diberikan 

untuk menunjang pelaksanaan pelayanan utama dimana bila pelayanan fasilitas ini 

tidak diberikan, maka pelayanan utama tidak dapat dilaksanakan sebagaimana 

mestinya.Dan yang dimaksud dengan pelayanan pendukung adalah pelayanan 

tambahan yang berfungsi untuk menambah nilai/kualitas pelayanan utama yang 

diberikan.  

 

Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/ 

M.PAN/ 7 /2003, pelayanan tersebut dikelompokkan ke dalam :  

1) Kelompok Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang mengahasilkan 

berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik,misalnya status 

kewarganegaraan,sertifikat kompetensi,kepemilikan atau pengusahaan 

terhadap sesuatu barang/jasa.Dokumen-dokumen itu antara lain Kartu tanda 

Penduduk, Akta Pernikahan, Akta Kelahiran, Bukti Pemilikan Kendaraan 

Bermotor, Surat Izin Mengemudi, Izin Mendirikan Bangunan, Paspor,Sertifikat 

kepemilikan/penguasaan tanah dan sebagainya.  

2) Kelompok pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk barang yang dibutuhkan oleh publik.Misalnya jaringan 

telepon,penyediaan tenaga listrik, Bahan bakar gas, air bersih dan sebagainya.  
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3) Kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti Pendidikan, Pemeliharaan 

kesehatan, pos, penyelenggaraan tranportasi, dan sebagainya (Martua:2017) 

 

D.  Tinjauan tentang e-Government 

 

1. Pengertian e-Government 

 

 

The World Bank Group (2006), mendefinisikan bahwa e-government adalah 

penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintah, seperti : Wide Area 

Network, Internet, dan Mobile Computing, yang mempunyai kemampuan untuk 

merubah hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis,dan badan pemerintah lainnya.  

 

Menurut UNDP definisi e-Government sebagai berikut: “E-Government is the 

application of Information and Tecnology Communication (ICT) by government 

agencies” (e-Government adalah aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dari 

agen pemerintah), dan pemerintah pun dalam Inpres No.3 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government menjelaskan bahwa 

pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan 

penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, dalam rangka 

meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui 

pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja 

dilingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. 

Inpres ini menginstruksikan agar tiapinstansi pemerintah melakukan perumusan 
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strategi/action plan untuk lingkungan instansinya masing-masing. Menurut Kepmen 

PAN & RB No.11 Tahun 2011, tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi 

Birokrasi, salah satukriteria keberhasilan reformasi birokrasi adalahadanya 

pengembangan e-government pada masing-masing Kementerian/Lembaga dan 

Pemerintah Daerah. Didalam hal ini e-goverment yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bertujuan : 

1) Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan 

pemerintah.  

2) Memberikan dorongan bagi peningkatan TIK di lingkungan pemerintah 

melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif. 

3) Melihat peta kondisi pemanfaatan TIK dilingkungan pemerintah secara 

nasional.  

 

Definisi e-government telah dirumuskan oleh berbagai lembaga dan para ahli yang 

masing masing memiliki perbedaan karena latarbelakang dan tujuan perumusan yang 

berbeda. Secara sederhana e-government dapat kita pahami bersama,yaitu sebagai 

upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Teknologi informasi berperan merupakan sebagai alat dalam 

mendorong efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. 

 

Seiring dengan pekembangan TIK dan tuntutan masyarakat dalam penyediaan 

pelayanan publik, praktik e-government juga mengalami pekembangan yang berimbas 

terhadap pola interaksi, aktor, konten, dan konteks implementasinya. Menurut Habibi 

ada tiga ide atau pemikiran utama pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan. 
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Pertama adalah e-officele-administration/traditional e-government yaitu penggunaan 

TIK lingkup pemerintahan dengan tujuan utama untuk membantu operasionalisasi 

organisasi dan manajemen sektor publik. Dalam lingkup internal, dapat disebut sebagai 

e-officele-administration yang menunjuk pada otomatisasi proses bisnis internal 

organisasi pemerintah degan relasi ke dalam (antar internal pemerintah). Aktivitas yang 

dominan terjadi adalah koordinasi, konsultasi, standarisasi, dan otomatisasi. Kemudian 

dalam lingkup eksternal, pemerintah berinteraksi dengan warga negara dan dunia 

bisnis. Namun demikian, komunikasi yang terbentuk cenderung masih bersifat satu 

arah (one-way) dengan aktivitas utama diseminasi informasi publik dan upaya untuk 

mewujudkan transparansi. Dalam kajian literatur, pola ini analog dengan konsep 

cataloguing 

 

 Kedua adalah e-government yaitu pemanfaatan TIK dalam praktik pemerintah dengan 

karakteristik komunikasi dan transaksi dua arah antar aktor tata kelola (pemerintah, 

dunia bisnis, dan masyarakat) yang terintegrasi dalam satu platform digital. Aktivitas 

dominan yang terjadi diantaranya komunikasi dua arah, transaksi data dan finansial, 

dan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan istilahnya Governance, merujuk pada 

konsepsi jaringan aktor yang terintegrasi dan saling mempengaruhi dalam kebijakan 

dan pelayanan publik. dengan demikian, e-Governance lebih luas dari pengertian e-

Government dari segi terminology maupun praksi interaksi antara aktor 

dilapangan(Hiller, 2001). 

 

Ketiga adalah We-Governance yang mengacu pada prefix we (kami atau kita) yang 

mengandung pengertian melalui pemanfaatan TIK, pemerintah, masyarakat, dan dunia 
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usaha dapat bersinergi mengatur atau mengelola pemerintahan. we-Government dapat 

diartikan pemerintah milik bersama dengan pelibatan maksimal seluruh aktor-aktor 

Governance dalam menjalankan roda pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan 

publik. 

2. Bentuk-bentuk e-Government 
 
 

Bentuk-bentuk layanan e-government yaitu Government-to-Citizen (G2C), 

Government-to-Business (G2B),Government-to-Employee (G2E), dan Government-to-

Government (G2G). (Indrajit, 2004: 41). 

1. G2C mencakup penyebaran informasi kepada masyarakat, layanan dasar 

masyarakat seperti pembaruan surat izin,pemesanan akta 

kelahiran/kematian/pernikahan, dan pembayaran pajakpendapatan, yang 

membantu masyarakatuntuk layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, 

informasi rumah sakit,perpustakaan, dan lain-lain.  

2. G2B meliputi berbagai pertukaran layanan antara pemerintah dengan komunitas 

bisnis, termasuk penyebaran kebijakan, peringatan, aturan, dan undang-undang. 

Layanan bisnis memperoleh informasi bisnis, formulir surat lamaran, pembaharuan 

surat izin, pendaftaran perusahaan, perolehan surat izin, dan pembayaran pajak.  

3. G2E meliputi layanan G2C serta layanan khusus yang hanya mencakup pegawai 

pemerintah seperti syarat pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang meningkatkan fungsi birokrasi dari hari ke hari dan hubungan dengan 

warga.  
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4. G2G dibagi menjadi dua tingkat, yaitu tingkat lokal atau domestik dan tingkat 

internasional. Layanan G2G merupakan transaksi antara pemerintah pusat dengan 

pemerintah daerah, dan antardepartemen serta perwakilan dan biro terkait. Selain 

itu, layanan G2G juga transaksi antarpemerintah, dan dapat digunakan sebagai alat 

hubungan dan diplomasi internasional. 

 

E. Tinjauan tentang e-Governance 

 

1. Pengertian e-Governance 

 

 

e-Governance atau electronic governance merupakan wujud dari governance (tata 

kelola pemerintahan) yang dijalankan oleh pemeritah pusat dan daerah dalam 

melakukan pelayanan publik ke masyarakat dengan berbasiskan teknologi informasi 

dan komunikasi. e-Governance dapat didefinisikan sebagai 'pengiriman layanan 

pemerintah dan informasi kepada publik dengan menggunakan sarana elektronik. 

Umumnya, sarana penyampaian informasi ini disebut sebagai Teknologi Informasi 

atau 'TI'. Penggunaan TI diterapkan oleh  pemerintah dengan tujuan untuk 

menghasilkan suatu proses pelayanan publik yang efisien dalam bekerja, cepat tanggap 

dan transparan. Proses ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi kepada publik 

dan lembaga-lembaga yang bersangkutan lainnya, dan untuk melaksanakan kegiatan 

administrasi pemerintah. Dengan menggunakan e-Governance, dan dengan 

menggunakan teknologi informasi, khususnya Internet, layanan pemerintah 

disampaikan kepada masyarakat, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya secara 
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efisien. e-Governance dapat memungkinkan warga untuk sepanjang waktu, 

berinteraksi dan dengan memanfaatkan layanan. (Ilyas:2016) 

 

Dalam pelaksanaannya, e-Governance mencakup beberapa hal yaitu: 

1) e-Administration: untuk memperbaiki proses pemerintahan dengan menghemat 

biaya, dengan mengelola kinerja, dengan membangun koneksi strategis dalam 

pemerintahan sendiri, dan dengan menciptakan pemberdayaan. 

2) e-Citizen and e-Services : menghubungkan warga masyarakat dan pemerintah 

dengan cara berbicara dengan warga dan mendukung akuntabilitas, 

mendengarkan  masyarakat dan mendukung demokrasi serta meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. 

3) e-Society : membangun interaksi di luar pemerintah dengan bekerja secara lebih 

baik dengan pihak bisnis, dengan mengembangkan masyarakat, dengan 

membangun kerjasama antar pemerintah dan dengan membangun masyarakat 

madani. 

 

Dalam hal ini, menurut Heeks (2001b), terdapat tiga cara potensial bagi pemerintah 

untuk berkembang, yaitu: 

1) Otomasi : mengganti proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, 

penyampaian hasil atau informasi yang dilakukan oleh tenaga manusia dengan 

menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Misal: otomasi fungsi 

klerikal (tata usaha) yang ada. 
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2) Informatisasi : mendukung proses yang kini dilakukan dengan tenaga 

vmanusia. Misal: pengambilan keputusan beserta pengkomunikasian dan 

implementasinya. 

3) Transformasi : menciptakan proses baru pengolahan informasi yang dijalankan 

dengan teknologi informasi dan komunikasi atau mendukung proses baru 

pengolahan informasi yang dijalankan oleh tenaga manusia. 

 

Dengan ketiga cara tersebut diharapkan tata kelola pemerintahan dapat menjadi lebih 

efisien dalam arti dapat lebih menghemat biaya, dapat menyelsaikan lebih banyak 

pekerjaan dan mampu bekerja dengan lebih cepat. Selain itu, diharapkan juga agar lebih 

efektif dalam arti dapat bekerja lebih baik dan inovatif. 

 

Untuk mewujudkan e-Governance, Heeks (2001b) berpendapat bahwa ada 6 hal yang 

perlu dipersiapkan, yaitu : 

1. Infrasturktur sistem data 

2. Infrastruktur legal/hukum 

3. Infrasturktur kelembagaan 

4. Infrasturktur sumber daya manusia 

5. Infrasturktur teknologi 

6. Kepemimpinan dan pemikiran strategis 

 

 

Pertama, infrastruktur sistem data dalam kebijakan penerapan e-Governance. 

Ketersediaan infrastruktur ini sangat penting untuk dipenuhi seperti adanya manajemen 

sistem yang mendukung kebijakan penerapane-Governance. Untuk mendukung 
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pencapaian sasaran manajemen sistem tersebut ada 6M yakni, Men (Manusia), 

Materials(Bahan), Machines (Mesin), Methods (Metode), Money(Uang), dan Market 

(pasar). Kemudian memiliki dokumentasi, adanya kualitas data serta keamanan data 

yang mendukung kebijakan penerapan e-Governance.  

 

Kedua, dalam kebijakan penerapan e-Governance dibutuhkan infrastruktur legal dari 

lembaga atau penyedia layanan. Infrastruktur legal meliputi adanya dasar hukum, serta 

peraturan-peraturan dalam kebijakan penerapan e-Governance. Infrastruktur legal 

sangat diperlukan sebagai sebuah kekuatan hukum. Dengan adanya infrastruktur legal, 

maka kebijakan penerapan e-Governance mempunyai dasar hukum untuk 

menerapkannya dengan diimbangi oleh aturan-aturan yang berlaku.  

 

Ketiga, kebijakan penerapan e-Governance harus ditunjang dengan infrastruktur 

institusional yang dapat diwujudkan apabila institusi pemerintah memiliki kesadaran 

dan eksis melaksanakan tujuannya. Infrastruktur institusional tersebut meliputi adanya 

koordinasi antar instansi, meningkatkan kerjasama serta memiliki komunikasi yang 

baik antar instansi terkait. Kemudian, untuk keberhasilan implementasi kebijakan 

terkait dengan komunikasi antar organisasi/instansi ini disamping diperlukan ketepatan 

pemahaman dan konsistensi dalam mengomunikasikan ukuran-ukuran dan sasaran 

tersebut juga diperlukan mekanisme dan prosedur-prosedur yang memungkinkan 

pejabat atasan dan bawahan dapat melakukan komunikasi secara baik sehingga 

bawahan dapat bertindak, sesuai harapan atasan. Dalam kebijakan penerapane-

Governance kesadaran aparatur yang tinggi sangat diperlukan. Kesadaran yang tinggi 

dari aparatur tersebut harus diikuti dengan eksistensi pemerintah dalam melaksanakan 



28 
 

tujuannya. Infrastruktur institusional merupakan faktor penunjang bagi kebijakan 

penerapan e-Governance. Koordinasi antar instansi dalam memberikan informasi 

merupakan sebuah langkah yang baik dengan demikian kerjasama antar instansi akan 

semakin erat, sehingga penerapan e-Governance akan berhasil jika memperhatikan 

faktor-faktor yang terdapat pada infrastruktur institusional tersebut. 

 

Keempat, kebijakan penerapan e-Governance juga harus ditunjang dengan 

infrastruktur lainnya seperti infrastruktur manusia. Karena jika infrastruktur manusia 

tidak diperhatikan maka kebijakan penerapan e-Governance tidak dapat tercapai 

dengan baik. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam infrastruktur manusia adalah 

sikap aparatur dalam kebijakan penerapan e-Governance, aparatur tersebut harus 

memiliki pengetahuan serta kemampuan yang memadai, juga membudayakan 

kebijakan penerapan e-Governance. Infrastruktur manusia merupakan infrastruktur 

yang sangat penting. Kebijakan penerapan e-Governance tidak akan berjalan dengan 

benar jika infrastruktur manusianya tidak diperhatikan. Hal ini akan dapat terlihat 

dalam pelaksanannya. Penempatan infrastruktur manusia harus sesuai dengan 

kemampuan yang dimilikinya sesuai dengan tempat dalam kebijakan penerapan e-

Governance 

 

Kelima, dalam menunjang kebijakan penerapan e-Governance hal lain yang harus 

diperhatikan adalah infrastruktur teknologi. Infrastruktur teknologi sebagai faktor 

penting dalam kebijakan penerapan e-Governance karena merupakan sebuah kesatuan 

yang tidak dapat dipisahkan. Adapun infrastruktur teknologi tersebut meliputi jumlah 
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komputer dan jaringan komputer yang memadai sehingga memberikan kemudahan 

bagi publik dalam mengaksesnya.  

Keenam, keseluruhan indikator tersebut harus ditunjang dengan strategi dari seorang 

pemimpin. Strategi dari seorang pemimpin tersebut memegang peranan yang penting 

dalam kebijakan penerapane-Governance. Adapun strategi dari seorang pemimpin 

yang harus diperhatikan adalah seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, 

strategi yang berkualitas serta adanya kesadaran dari seorang pemimpin dan yang lebih 

penting adalah seorang pemimpin harus ditunjang dengan pengetahuan dan 

kemampuan yang baik serta memiliki komitmen dalam kebijakan penerapan e-

Governance tersebut. 

2. Manfaat dan Tujuan e-Governance 

 

 

Berbicara tentang e-Governance tentunya selalu diartikan sebagai bagian dalam 

reformasi tata kelola pemerintahan, yang pada tahap implementasinya difasilitasi oleh 

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Adanya proses modernisasi dengan 

penggunaan teknologi diharapkan e-Governance dapat memiliki manfaat dalam hal 

(UNDP:1997) : 

 

1. Akses yang lebih baik terhadap informasi dan layanan yang berkualitas bagi 

warga Negara.  

Hal berikut merupakan aspek yang sangat penting, karena dengan demikian 

akses yang lebih baik diharapkan akan membuat informasi tepat waktu dan 

dapat ketentuan hukum, peraturan, prosedur dll kemudian menjangkau lebih 
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luas lagi termasuk informasi terperinci. Dengan adanya kemudahan akses untuk 

menjangkau otomatis masyarakat dapat lebih muda menggunakan e-

Governance serta mengetahui ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi 

pedoman masyarakat dalam menggunakan e-Governance secara bijak. Karena 

tujuan utama dari e-Governance sendiri ialah untuk menjangkau warga  

dengan memberikan pelayanan publik yang berkualitas  

 

2. Kesederhanaan 

Efisiensi dan akuntabilitas dalam pemerintahan: struktur yang rigid serta rumit 

membuat kualitas pelayanan tidak bisa diterapkan dengan baik. Dengan 

penerapan e-Governance akan mengakibatkan penyederhanaan dalam struktur 

pemerintahan, sehingga dalam proses pelayanan publik pemerintah bisa 

mempergunakan sumber daya yang proporsional. Disamping itu 

penyederhanaan struktur pemerintah ini membuat kemampuan dari segi 

efisiensi meningkat. Hal ini karena e-Governance berkontribusi terhadap 

lingkungan pemerintahan yang mengotomatisasi bidang-bidang tertentu. 

Sehingga, pada gilirannya, akan menghasilkan peningkatan produktivitas dan 

efisiensi di semua sektor. 

 

3. Perluasan jangkauan pemerintahan 

Pertumbuhan yang cepat dari teknologi informasi  komunikasi dan proses 

adaptasi pemerintah, akan membantu dalam membawa teknologi pemerintahan 

ke depan pintu rumah warga. Perluasan jaringan internet atau banyaknya spot-

spot wifi di ruang terbuka dan penguatan infrastruktur komunikasi lainnya akan 
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memfasilitasi pengiriman sejumlah besar layanan yang disediakan oleh 

pemerintah. Peningkatan ini yang dilihat  dari jangkauan pemerintah, baik 

spasial dan demografi juga akan memungkinkan partisipasi yang lebih baik dari 

warga/masyarakat dalam proses pemerintahan. 

 

 

3. Prinsip-prinsip Utama e-Governance 

 

 

e-Governance memerlukan pedoman dalam proses pelaksanaanya. Pedoman 

pelaksanaan ini biasanya disebut sebagai prinsip-prinsip e-Governance. Prinsip prinsip 

e-Governance diperlukan agar pelaksanaanya sesuai dengan tujuan dicanangkannya e-

Governance. Menurut Second Administrative Reforms commission (2008) dalam 

laporan penelitiannya yang berjudul Promoting E-Governance The Smart Way 

Forward merumuskan prinsip-prinsip e-Governance yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Kejelasan Tujuan 

Perlu ada pemahaman dan apresiasi yang jelas tentang maksud dan tujuan yang  

ingin dicapai dalam proyek e-Governance. Di masa lalu, sejumlah besar proyek 

tampaknya didasarkan pada teknologi yang dapat dicapai daripada yang 

dibutuhkan warga e-Governance tidak harus diambil hanya untuk menunjukkan 

kemampuan teknologi yang ada, tetapi teknologi tersebut harus diadopsi untuk 

menyelesaikan masalah yang ada. Customer centricity harus menjadi jantung 

dari semua inisiatif e-Governance. 
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2. Pembangunan Lingkungan 

Ada kebutuhan untuk mengubah pola pikir semua pemangku kepentingan yang 

terlibat, yaitu politisi, pejabat pemerintah dan masyarakat sipil pada umumnya. 

Ini membutuhkan kemauan yang kuat untuk berubah diantara berbagai 

pemangku kepentingan dalam sistem tata kelola. Karena tugasnya melibatkan 

mendesain ulang proses pemerintah di berbagai tingkatan, penerapan e-

Governance akan memerlukan dukungan politik di semua tingkatan.  

 

Di sisi lain, pegawai pemerintah harus diberi insentif untuk mengubah kebiasaan 

lama dan memperoleh keterampilan baru. Di masyarakat, kesadaran perlu 

diciptakan sehingga ada permintaan konstan untuk reformasi dalam 

pemerintahan melalui implementasi e-Governance. Pada akhirnya, 

lingkungannya harus sedemikian rupa sehingga ancaman yang dirasakan 

terhadap kepentingan yang mengakar dihilangkan dan penolakan terhadap 

perubahan ditangani dengan menangani pengaduan yang sebenarnya. Dengan 

demikian, pendekatan positif personel pemerintah terhadap kebutuhan warga 

akan menjadi elemen yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang 

kondusif. Meningkatkan kesadaran publik, membentuk kemitraan dengan 

lembaga-lembaga akademik - publik dan swasta, Kemitraan Publik-Swasta 

(Public Private Partnership), pertukaran praktik terbaik termasuk dengan sektor 

swasta dan keterlibatan kelompok-warga negara semua harus menjadi bagian 

dari proses ini.  
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3. e-Governance sebagai Bagian Integral dari Reformasi dalam Tata Kelola 

e-Governance tidak dapat dipisahkan dari tata kelola secara keseluruhan. Selain 

itu, tidak dapat dianggap sebagai tambahan dari tata kelola. e- Governance harus 

menjadi bagian integral dari struktur dan proses tata kelola. Dengan demikian, 

setiap organisasi atau entitas pemerintah, setiap program atau kebijakan 

pemerintah dan setiap undang-undang dan peraturan harus mengintegrasikan 

modul-modul e-Governance di dalam dirinya sendiri daripada dibawa sebagai 

renungan atau diperkenalkan sebagai tambahan. Ini karena di bawah e-

Governance, fokus selalu pada 'tata kelola' dan berbagai alat teknologi yang 

disediakan digunakan untuk membawa perubahan dengan mengingat kebutuhan 

warga dan organisasi itu sendiri. Karena tata kelola mencakup berbagai kegiatan 

di setiap bidang, struktur dan proses yang perlu diubah atau dimodifikasi melalui 

penggunaan teknologi harus diidentifikasi secara terpisah. Tugas ini tidak dapat 

dilakukan dengan memuaskan jika e-Governance tidak dijadikan bagian integral 

dari organisasi yang sedang melakukan reformasi itu sendiri.  

 

4. Kesiapsiagaan dan Langkah-Langkah Pendekatan 

e-Governance tidak dapat diperkenalkan di seluruh negara di seluruh 

pemerintahan dan organisasi sekaligus. Seperti disebutkan di atas, e-

Governance adalah bagian integral dari reformasi dalam pemerintahan dan 

setiap organisasi. Pemerintah perlu menerapkan sistem e-Governance dalam 

organisasi dengan cara yang mulus. Namun, berbagai organisasi saat ini tidak 

memiliki tingkat kesiapsiagaan yang sama. Harus ada pendekatan untuk 
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memperkenalkan e-Governance sehingga implementasi dapat dilakukan secara 

maksimal dan warga negara mendapatkan manfaat awal dari e-Governance. 

Langkah-langkah ini disebutkan di bawah ini: 

a. Kesiapan elektronik 

Tingkat kesiapsiagaan tertentu sangat penting untuk setiap proyek e-

Governance. Kesiapan yang dimaksud adalah dalam bentuk keberadaan 

infrastruktur dasar dan kemampuan sumber daya manusia. Penilaian yang jelas 

tentang kesiapsiagaan e-aktual dari suatu organisasi harus terlebih dahulu 

dilakukan ketika mengkonsepkan proyek apa pun. Harus ada upaya-upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan elektronik ke tingkat yang 

diinginkan. 

b. Identifikasi proyek-proyek e-Governance oleh setiap organisasi/entitas 

Setiap organisasi harus mengidentifikasi area/kegiatan yang berada di bawah 

domain fungsionalnya yang dapat mengambil manfaat dari e-Governance. 

Identifikasi ini harus didasarkan pada kebutuhan warga. 

c. Prioritas 

Setelah proyek e-Governance yang akan dilakukan oleh suatu organisasi telah 

diidentifikasi, maka perlu ditentukan prioritasnya. Ini harus didasarkan pada 

kesederhanaan proyek, kemudahan dalam implementasi dan manfaat bagi 

warga. Namun, pengembangan kapasitas untuk proyek yang lebih kompleks 

harus tetap menjadi fokus. Proyek sederhana berfungsi untuk memunculkan 

manfaat potensial dari e-Governance. Hal ini dapat menciptakan permintaan 
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untuk lebih banyak inisiatif semacam itu. Namun, inisiatif yang lebih 

kompleks memiliki potensi untuk membawa manfaat tata  

kelola yang lebih baik kepada warga. 

 

d. Rekayasa ulang proses bisnis 

Baik itu untuk memberikan informasi dan layanan kepada warga atau untuk 

merampingkan fungsi internal pemerintah, setiap inisiatif e-Governance harus 

disertai dengan analisis langkah-demi-langkah dari proses pemerintah yang 

terlibat dan diuji pada landasan kesederhanaan dan keinginan. Ini akan 

mengarah pada pendesainan ulang proses dengan  menggunakan teknologi. 

Jika diperlukan, proses ini akan menghasilkan perubahan dalam bentuk, 

proses, struktur dan hukum serta peraturan. Latihan harus berpusat pada 

kebutuhan warga. Rekayasa ulang proses bisnis dalam organisasi pemerintah 

adalah tugas yang kompleks karena, berbeda dengan organisasi swasta, proses 

dan struktur pemerintah dirancang atau diatur oleh berbagai undang-undang, 

peraturan, instruksi, dll. Mengubah mereka akan membutuhkan pemahaman 

lengkap tentang fungsi dari pemerintah, individu, organisasi dan hukum serta 

peraturan yang terkait dengan mereka di satu sisi dan aplikasi teknologi dan 

kebutuhan warga di sisi lain. Dengan demikian,latihan ini akan membentuk 

tulang punggung inisiatif e-Governance. 

e. Mengembangkan teknologi yang dibutuhkan 

Setiap inisiatif e-Governance akan membutuhkan solusi teknologinya sendiri. 

Namun, akan ada kesamaan di tingkat Union, Negara Bagian dan pemerintah 
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daerah. Lebih lanjut, akan ada kebutuhan untuk berbagi informasi dan 

membangun konektivitas antar organisasi ditingkat yang berbeda. Ini akan 

membutuhkan standarisasi persyaratan dasar, adopsi platform yang dapat 

dioperasikan dan pembuatan penyimpanan data dan sistem pengambilan. Pada 

akhirnya, teknologi harus dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan spesifik 

organisasi dengan bantuan para ahli lapangan. Karena langkah cepat dalam 

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, ada alasan kuat untuk 

“lompatan-katak” dalam pemilihan teknologi dan aplikasi untuk mencapai 

hasil yang lebih baik. Aplikasi yang dipasang pada perangkat ponsel dan 

perangkat genggam lainnya adalah contoh dari kemajuan tersebut. Solusi 

teknologi harus dapat menyediakan antarmuka yang sederhana bagi warga 

negara, efektif dari segi biaya, meningkatkan efisiensi, berkelanjutan dan 

andal, serta memungkinkannya untuk skalabilitas.  

f. Implementasi proyek e-Governance 

Ketika langkah-langkah yang disebutkan di atas telah dilakukan, proyek e-

Governance kemudian dapat dilaksanakan. Pelaksanaan e-Governance 

mungkin dalam bentuk proyek percontohan pada awalnya, menguji solusi 

teknologi dan input prosedural dan fungsional. Namun,proses bisnis rekayasa 

ulang harus sedemikian rupa dilakukan sehingga setelah proyek e-Governance 

telah berhasil diuji berdasarkan uji coba, sistem yang ditingkatkan harus dapat 

membuat e-Governance tidak dapat diubah, yaitu tidak boleh kembali ke pra-

pemerintahan. Di masa lalu, ada banyak contoh proyek yang berhasil namun 

tidak ditingkatkan dan tidak adanya evaluasi terhadap proyek yang gagal. Oleh 
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karena itu, setiap proyek percontohan harus selalu dievaluasi dan dicari 

penyebab tidak adanya peningkatan pelayanan. Proyek yang gagal harus 

dirancang ulang untuk menghilangkan kekurangan. Ini akan memastikan 

bahwa organisasi tidak menjadi kuburan proyek percontohan.  

 

Karena e-Governance diharapkan dapat menyentuh semua aspek tata kelola 

ekonomi, sosial dan administrasi, identifikasi dan prioritas proyek-proyek e-

Governance mengasumsikan signifikansi yang sangat besar. Kesiapan 

elektornik dan langkah pendekatan adalah resep untuk memulai dari yang kecil 

tetapi membangun kesuksesan.  

 

5. Cara kerja yang disiplin. 

Dalam penerapan e-Governance dibutuhkan cara kerja yang disiplin dan 

sistematis dalam organisasi yang terakit. Sebagian besar teknologi 

mengandaikan seperangkat perilaku rasional di pihak pengguna. Elemen ini 

perlu ditekankan selama pengembangan kapasitas serta dalam siklus hidup 

proyek. 

 

6. Pemantauan dan Evaluasi 

Pemantauan ketat terhadap proyek-proyek e-Governance diperlukan baik 

dalam fase uji coba maupun selama kerja aktual. Ini membantu dalam deteksi 

dini masalah dan dengan adanya pemantauan akan mampu mengambil tindakan 

korektif yang cepat apabila terjadi kesalahan-kesalahan selama proses 

implementasi e-Governance. Namun, terlepas dari pemantauan berkala inisiatif 
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e-Governance pada tahap pasca-implementasi, perlu juga  untuk diadakan 

evaluasi terhadap dampak dari inisiatif tersebut melalui lembaga independen 

terhadap parameter yang akan menentukan tujuan telah tercapai atau tidak. 

 

7. Mengembangkan Sistem yang Aman, Gagal-aman, dan Sistem Pemulihan 

Bencana 

Mengingat skala potensi aplikasi e-Governance di negara ini dan aliran data 

prospektif yang terlibat, arsitektur  tempat pemasangan teknologi aplikasi perlu 

dibuat tidak hanya aman tetapi juga gagal-aman. Mekanisme harus dimasukkan 

yang akan menempatkan sistem dalam “safe mode” di saat krisis. Lebih lanjut, 

penyimpanan dan 'mirror' perlu dibuat dengan modul pemulihan bencana yang 

baik dengan fitur keamanan yang memadai untuk mencegah hilangnya data dan 

runtuhnya sistem. 

 

Kecuali jika fitur keamanan diterapkan dengan benar, biasanya transaksi 

elektronik akan lebih rentan terhadap penipuan dan penyalahgunaan jika 

dibandingkan dengan transaksi berbasis kertas tradisional. Ketika pemerintah 

bergerak ke arah menyediakan berbagai layanan pemerintah berbasis online 

dengan kemampuan untuk melakukan transaksi sensitif, perlu dipastikan bahwa 

transaksi ini aman dan privasi warga negara tidak terganggu. Selain itu, sistem 

ini juga perlu diisolasi dari kemungkinan serangan cyber, peretasan, dll. 
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8. Keberlanjutan 

Pada akhirnya, inisiatif e-Governance perlu keberkelanjutan. Setelah 

ditetapkan bahwa inisiatif tertentu adalah cara yang lebih baik untuk 

memberikan layanan atau informasi kepada masyarakat atau melakukan bisnis 

pemerintah, itu tidak boleh dibiarkan kambuh dengan alasan kemanfaatan. 

Reformasi selalu lebih sulit untuk diterapkan dan dipertahankan, tetapi begitu 

mereka berakar, mereka memberikan hasil terbaik. Keberlanjutan dapat diatasi 

dengan beberapa inisiatif mungkin memerlukan perancangan sedemikian rupa 

sehingga berkelanjutan secara finansial. Yang lain mungkin didorong oleh 

tujuan administratif atau kesederhanaan penggunaan. Penghematan waktu dan 

uang mungkin menjadi kekuatan pendorong dalam kasus beberapa proyek. 

Semua ini adalah tujuan, yang berdasarkan kemampuan mereka sendiri, 

membenarkan kelanjutan dari inisiatif tertentu. Jika proyek telah dapat 

mencapai salah satu dari tujuan ini, keberlanjutannya tidak boleh dibiarkan 

terancam dengan alasan lain. 

 

9. Memungkinkan Penerapan Horizontal 

Diperlukan mekanisme koordinasi untuk mencegah kasus-kasus yang serupa.  

Pengalaman masa lalu telah menunjukkan bahwa sejumlah Negara telah 

melakukan proyek e-Governance untuk mengatasi masalah serupa. Untuk 

membuat e-Governance lebih efektif dan berhasil dari segi biaya, keberhasilan 

perlu diadopsidi seluruh negara dan organisasi sehingga meminimalkan 

pengulangan yang mahal dan dalam banyak kasus kegagalan. 
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10. Pengembangan Interface Bahasa Lokal 

Dalam sebuah wilayah biasanya terdapat masyarakat yang multibahasa. 

Prakarsa e-Governance perlu menyediakan interface dalam bahasa lokal 

masing-masing. Dengan demikian, tampilan dan kunci harus didasarkan pada 

penggunaan bahasa lokal dan instruksi multimedia yang digunakan harus 

umum agar membuat interface dapat diakses di daerah pedesaan, di mana 

tingkat melek huruf yang rendah dapat menjadi hambatan. 

 

 

4. Implementasi e-Governance di Sektor Publik 

 

 

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah alat untuk mempromosikan dalam 

masyarakat kita suatu lingkungan berbasis pengetahuan di mana interaksi antara warga 

negara dan pejabat pemerintah berlangsung secara elektronik.menjadi lingkungan kerja 

yang ortodoks seperti kita, interaksi semacam itu terjadi di kantor-kantor pemerintah, 

dan kebanyakan terikat waktu dan ruang. Sekarang ini adalah waktu munculnya TIK, 

pusat layanan dapat dengan mudah dilacak lebih dekat ke pengguna. Banyak 

kecerdikan mungkin terjadi di domain ini.Misalnya, layanan pemerintah, sebagaimana 

disebutkan di atas, dapat disediakan melalui kios otomatis yang terletak dekat dengan 

klien terutama yang di perkotaan, atau penggunaan komputer pribadi di rumah atau 

kantor, dengan keinginan dominan untuk kualitas, relevansi dan efisiensi. (Ilyas:2016) 

Tetapi kondisi e-Governance di sebagian besar lembaga-lembaga negara kita berada 

pada kondisi tertinggal dalam memahami kebutuhan pemegang saham dalam 

perspektif yang sehat. Perspektif e-Governance meliputi Publikasi, Interaksi, dan 
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Transaksi. Melalui kegiatan-kegiatan ini, tujuan meningkatkan akses informasi 

pemerintah seperti undang-undang dan peraturan; data yang relevan untuk individu 

tertentu; meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dapat 

ditingkatkan dan dijamin secara efektif. Melalui, misalnya penerbitan alamat e-mail 

pejabat pemerintah dan formulir on-line, layanan pemerintah lebih siap tersedia untuk 

umum melalui e-filing pengembalian pajak, aplikasi online untuk mengemudi atau 

lisensi senjata, banyak kemudahan dapat dilakukan. dihasilkan untuk masyarakat 

umum. Sayangnya, hingga saat ini, dalam domain e-Governance, upaya utama masih 

terpusat pada publikasi informasi, dan tidak ada langkah konkret yang diambil untuk 

bergerak menuju fase interaksi dan transaksi selanjutnya. Otomatisasi berkaitan baik 

dalam domain operasi internal pemerintah dan interaksi eksternal dengan warga dan 

lembaga lain. Dengan mengotomatisasi interaksi, biaya akan berkurang dan proses 

akan menjadi efektif biaya.(Ilyas:2016) 

 

5. Hambatan Implementasi e-Governance 

 

 

Dalam banyak hal e-governance membawa keuntungan utama yang berkaitan dengan 

biaya dan efisiensi, yang sangat erat terkait. Pada dasarnya biaya modal komputasi 

dapat dilakukan jauh dengan jika sebuah organisasi bergantung pada cloud publik, 

membeli virtual server waktu dan ruang penyimpanan sesuai permintaan. Pengeluaran 

di atasnya menjadi operasional, daripada modal. Selain itu, ruang fisik yang diperlukan 

untuk rak server ini tidak lagi diperlukan dan organisasi tidak akan dikenakan biaya 

energi untuk menjalankan dan pendinginan server. Untuk banyak start-up Bisnis, 
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komputasicloud menawarkan akses ke daya komputasi yang kalau tidak akan 

melampaui jangkauan mereka. Komputasi cloud memegang sejumlah keuntungan bagi 

pemerintah. Keutungan tersebut diantaranya "mengurangi biaya, peningkatan 

penyimpanan, tingkat otomatisasi yang lebih tinggi, meningkatkan fleksibilitas, dan 

tingkat mobilitas karyawan yang lebih tinggi. Electronic governancemerupakan sebuah 

kesempatan besar untuk memberikan pelayanan kepada semua warga negara, tetapi ada 

beberapa hambatan serius untuk dipertimbangkan. 

Hambatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: 

1. Hambatan teknis 

2. Hambatan ekonomi 

3. Hambatan  sosial 

 

1) Hambatan Teknis 

 

Setiap proyek tidak bisa mulai hanya dari sekedar sebuah goresan.Tapi ada dalam 

persyaratan investasi yang tepat dapat menghasilkan sistem warisan. Beberapa dari 

mereka dapat ditulis ulang dalam lingkungan baru, sementara dalam beberapa kasus, 

ini bisa menjadi terlalu mahal. Oleh karena itu interoperabilitas adalah faktor kunci 

antara platform perangkat keras dan perangkat lunak yang ada. Beberapa aspek hukum 

seperti keamanan dan privasi juga harus menjadi pertimbangan penting. Jaminan 

pemerintah tidak bisa cukup kecuali disertai dengan solusi teknis, transparansi dan 

prosedur audit independen . 
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2) Hambatan ekonomi 

 

Isu-isu ekonomi terutama berkaitan dengan pengembalian investasi dan perlindungan 

dari sistem yang sebelumnya. Dalam pelaksanaanya, biaya pemeliharaan operasional 

dan evolusi harus cukup rendah untuk menjamin baik biaya dan rasio manfaat dari e-

governance itu sendiri. E-governanceharus dilihat sebagai rencana nasional, 

diimplementasikannya e-governance harus dapat digunakan kembali oleh pemerintah 

lainnya. Kemerdekaan dari platform hardware dan software adalah perhatian utama 

untuk aplikasi x ada juga masalah utama dari kemampuan dalam perawatan, ini adalah 

faktor kunci sukses untuk keberlanjutan sistem di lingkungan teknis yang berubah 

dengan cepat. 

 

3) Hambatan sosial 

 

Hal ini berfokus pada berkait penggunaan e-governance yang dibuat untuk masyarakat. 

Di beberapa negara, biasanya memiliki berbagai jenis bahasa, dan tingkat melek huruf  

ini juga tidak begitu baik. Kemudian ada tantangan aksesibilitas, penggunaan dan 

penerimaan dari e-governance. Bahkan jika populasi internet tumbuh secara 

eksponensial ada porsi yang signifikan dari orang-orang yang mungkin tidak dapat 

mengakses e-governanceuntuk berbagai alasan. Pengguna yang rata-rata bukan 

pengguna ahli, mereka membutuhkan bimbingan untuk menemukan cara yang tepat 

untuk melakukan transaksi mereka. Keberhasilan pelaksanaan e-

governancememerlukan reconceptualization pemerintah. Sebagai e-pemerintah 

menjadi kenyataan, struktur organisasi sektor publik akan berubah baik secara internal 

maupun eksternal. (Tripathi:2017) 
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F. Tinjauan tentang e-Billing System 

 

 

Pupuk merupakan salah satu sarana produksi pertanian strategis  yang setiap musim 

tanam dibutuhkan para petani/pelaku utama pembangunan pertanian dalam 

melaksanakan usaha taninya agar menghasilkan produksi dan produktivitas yang 

optimal baik untuk tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. 

 

e-Billing system merupakan pola pendisitribusian pupuk bersubsidi berbasis daring 

(online) yang dikelola bersama dengan PT. Bank Lampung. Dinas yang terkait dalam 

pelaksanaan sistem ini adalah Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi 

Lampung. Dalam e-Billing system ini terdapat dua produsen sebagai pemasok pupuk 

bersubsidi yakni PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang. 

Pelaksanaan e-Billing system ini nantinya akan membutuhkan peranan dari petani, 

kelompok tani (poktan) maupun gabungan kelompok tani (gapoktan). 

 

Dengan dilaksanakannya e-Billing system ini diharapkan dapat menjaga kestabilan 

Harga Eceran Tertinggi (HET) dan memberikan kemudahan bagi perusahaan pupuk 

untuk berkoordinasi dengan Pemerintah terkait dengan penyediaan pupuk. Selain itu, 

sistem ini juga diterapkan untuk menyederhanakan pola distribusi pupuk bersubsidi 

yang sebelumnya begitu panjang dan rentan akan tindak penyelewengan. Selain bagi 

para petani, keuntungan juga dapat dirasakan oleh para distributor dan pengecer. 

Dengan adanya sistem ini, para distributor dan pengecer akan dipermudah dalam 

proses pencatatan dan pelaporan. 
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G. Tinjauan tentang Optimalisasi 

 

 

Pengoptimalan merupakan proses, cara, pembuatan mengoptimalkan. Badudu 

(2013:964), mengartikan optimal sebagai perolehan hasil yang baik haruslah melalui 

usaha. Maka dapat disimpulkan optimalisasi adalah proses ataupun cara menjadikan 

sempurna, menjadikan paling tinggi, atau menjadikan paling maksimal. Jadi, segala 

sesuatu yang menginginkan hasil yang optimal pastilah melalui cara yang terbaik dan 

usaha yang maksimal. Tentu hal tersebut membutuhkan waktu yang panjang dan lama 

namun bila kita terus melakukan usaha dengan sebaik-baiknya maka hasil yang akan 

kita dapatkan tentu akan seimbang dengan seberapa besar usaha yang telah kita 

perbuat.  

 

Sedarmayanti (2010:687), menyatakan pelayanan berarti melayani suatu jasa yang 

dibutuhkan oleh masyarakat dalam segala bidang. Kegiatan pelayanan kepada 

masyarakat merupakan suatu tugas dan fungsi administrasi negara. Dalam penelitian 

kali ini,pelayanan yang menjadi objek adalah pelayanan dalam hal pendistribusian 

pupuk bersubsidi. 

 

Dalam program pupuk bersubsidi, keberhasilan penyaluran pupuk subsidi dikatakan 

berhasil jika pupuk tersebut memenuhi azas 6 tepat dan dikatakan tidak berhasil jika 

pupuk tersebut tidak memenuhi azas 6 tepat. Maksud azas 6 tepat itu adalah:  

1) Tepat Tempat  : tempat dimana pupuk itu diberi  

2) Tepat Jenis  : jenis pupuk yang diberikan sesuai kebutuhan petani.  
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3) Tepat Harga  : harga sesuai HET atau tidak untuk petani  

4) Tepat Mutu  : pupuk yang diberikan sesuai atau tidak untuk petani  

5) Tepat Jumlah : jumlah pupuk sesuai atau tidak dengan kebutuhan dan luas 

lahan petani ( lahan dibawah 2 hektar)  

6) Tepat Waktu  : waktu pemberian pupuk sesuai kebutuhan petani 1 (satu) 

bulan sebelum musim panen. (Peraturan Menteri Perdagangan 

Indonesia, 2013). 

Kriteria optimal dalam proses penditribusian pupuk bersubsidi diatas juga tercantum di 

dalam Pergub No 99 Tahun 2016 tentang Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi Sektor 

Pertanian di Provinsi Lampung Pasal 2 yaitu pendistribusian yang sesuai dengan 

standar enam tepat. Standar enam tepat kemudian dirincikan kembali di dalam Pasal 

11, yaitu tepat jumlah, tepat tempat, tepat jenis, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu. 

Apabila dalam proses pendistribusian pupuk bersubsidi sudah memenuhi keenam 

standar tersebut, maka proses pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut dapat 

dikatakan optimal.  
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H. Kerangka Pikir 

 

 

Pupuk menjadi salah satu komoditi penting dalam sektor pertanian setelah benih dan 

obat-obatan. Di Provinsi Lampung khususnya di Kota Metro masih terjadi 

permasalahan terkait dengan pendistribusian pupuk bersubsidi, seperti terjadinya 

keterlambatan dan kekosongan stok pupuk saat musim tanam dan juga kerap terjadi 

penyelewengan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Melihat banyaknya 

permasalahan pendistribusian pupuk bersubsidi, Pemerintah Provinsi Lampung 

mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pola Distribusi 

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi Lampung untuk menuntaskan 

permasalahan-permasalahan yang kerap kali terjadi. Dalam Peraturan Gubernur Nomor 

99 Tahun 2016 telah diatur kembali alur pendistribusian pupuk bersubsidi yakni proses 

pendistribusian pupuk diubah menjadi proses/sistem yang berbasis online. 

 

Sistem online yang digunakan untuk melaksanakan proses pendistribusian pupuk ini 

disebut sebagai e-Billing system. Sistem ini diidentifikiasikan oleh peniliti sebagai 

sistem yang mengadopsi pola e-Governance. Hal-hal yang akan diteliti dalam 

penelitian ini terkait dengan kesiapan implementasi e-Billing system di Kota Metro 

dilihat dari beberapa aspek infrastruktur dan juga menganalisis standar optimalisasi 

pendistribusian pupuk bersubsidi serta hambatan-hambatan yang dihadapi selama 

proses implementasi e-Billing system di Kota Metro. Berikut ini adalah gambar 

kerangka pikir dari penjelasan di atas: 
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Gambar 2. Kerangka Pikir. 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019

Beberapa permasalahan terkait dengan pupuk 

bersubsidi, khususnya di Kota Metro: 

1. Sering terjadi keterlambatan dan 

kekosongan stok pupuk bersubsidi 

saat musim tanam 

2. Terjadi penyelewengan dalam 

pendistribusian pupuk bersubsidi 

Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 

tentang Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi 

Sektor Pertanian Provinsi Lampung 

Implementasie-Billing 

systemdalampendistribusianp

upukbersubsidi di Kota Metro 

Standar optimalisasi 

pendistribusian 

pupuk bersubsidi 

6 hal yang perlu dipersiapkan, dalam pelaksanaan  

e-Governance yaitu: 

1. Infrastruktur sistem data 

2. Infrastruktur legal/hukum  

3. Infrastruktur kelembagaan 

4. Infrastruktur sumber daya manusia 

5. Infrastruktur teknologi 

6. Kepemimpinan dan pemikiran strategis 

 

OUPUT 

- Optimalisasi proses pendistribusianpupukbersubsidi 

 

Hambatan 

Implementasi 

e-Billing system 



 

III. METODE PENELITIAN 

A.  Tipe dan Metode Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh 

pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang implementasi e-billing system sebagai 

upaya optimalisasi pendistribusian pupuk di Provinsi Lampung dan mengidentifikasi 

faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengoptimalkan proses implementasi 

e-billing system, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari wawancara dan studi 

kepustakaan yang berkaitan dengan e-billing system. Kemudian peneliti menyesuaikan 

dengan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan pernyataan Bogdan dan Taylor dalam 

Moleong (2013:4), berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan 

yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

 

 

B.  Fokus Penelitian 

 

 

Menurut Moleong (2013:94), ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam 

merumuskan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, 

penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk 
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memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru 

diperoleh di lapangan. Sehingga peneliti memfokuskan penelitian terhadap masalah-

masalah yang menjadi tujuan dari penelitian. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Implementasi e-Billing system dilihat dari: 

a. Kesiapan infrastruktur sistem data. Hal yang perlu dilihat adalah pemeliharaan 

dan pengembangan website. 

b. Infrastruktur legal/hukum. Maksud dari komponen ini adalah dasar dan aturan 

hukum yang mendukung pelaksanaan e-billing system, pemantauan kepatuhan, 

keadilan, efisiensi dan kinerja pengadaan pemerintah. 

c. Infrastruktur kelembagaan. Hal ini berkaitan dengan pembagian tugas dalam 

pelaksanaan e-Billing system dan tata alur yang jelas melalui prosedur standar 

kerja (SOP). SOP diperlukan dalam setiap kelembagaan  karena dengan adanya 

pembagian tugas yang telah dibagi disetiap masing-masing pelaksana maka 

proses pelaksanaan e-Billing system akan berjalan secara rapih dan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditentukan. 

d. Infrastruktur sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan pendidikan 

pengembangan keterampilan, keahlian, dan pengembangan karir. Sangat 

dibutuhkan dalam sebuah organisasi untuk melakukan hal ini apalagi jika 

berbicara IT, salah satu kendala dalam menerapkan program IT dalam sebuah 

organisasi adalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu 

mengoperasikan aplikasi, maka hal ini yang harus ditelaah lebih jauh. 
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e. Infrastruktur teknologi. Hal ini berkaitan dengan usaha Dinas Ketahanan 

Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro dalam menyediakan infrastruktur 

penunjang seperti komputer dan akses jaringan. 

f. Kepemimpinan dan pemikiran strategis. Maksud dari komponen ini adalah 

bagaimana pimpinan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Kota Metro melihat penerapan e-billing system di Kota Metro. Hal ini berkaitan 

dengan visi pemimpin dalam sebuah organisasi, termasuk pula dukungan 

stakeholder, dan bagaimana pimpinan mendukung pelaksanaan e-billing system 

dalam mengoptimalkan pendistribusian pupuk bersubsidi.  

2. Tingkat keoptimalan pendistribusian pupuk bersubsidi melalui e-billing 

system,dilihat dari 

a. Ketepatan jumlah 

b. Ketepatan jenis 

c. Ketepatan lokasi 

d. Ketepatan harga 

e. Ketepatan mutu 

f. Ketepatan waktu  

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi e-billing system. 

 

C.  Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian adalah Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian, dan Perikanan Kota Metro, dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di 
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Kota Metro khususnya di Metro Utara dan Metro Barat. Kota Metro dipilih sebagai 

lokasi penelitian karena Kota Metro telah beberapa kali mendapatkan penghargaan 

dalam sektor pelayanan publik karena Kota Metro telah menerapkan e-Government 

dalam tata kelola pemerintahan. Sejak tahun 2017, Kota Metro mulai menerapkan e-

Billing system untuk mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya para 

petani di Kota Metro. Dengan dilaksanakannya sistem ini, diharapkan pelayanan publik 

di Kota Metro akan semakin baik di berbagai sektor pelayanan. 

 

 

D.  Jenis dan Sumber Data 

 

 

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2013:157), sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membagi data 

dalam penelitian ini ke dalam 2 (dua) jenis yaitu: 

 

1. Data primer  

Merupakan data yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil 

pengumpulan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian. Data-data tersebut 

merupakan bahan analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa 

hasil wawancara dan pengamatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan 

Perikanan Kota Metro, dan Gabungan Kelompok Tani di sekitar lokasi penelitian 
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2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dan 

digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data-data 

yang dapat dijadikan informasi yakni berupa surat-surat, Peraturan Gubernur, 

koran, artikel dan data-data lainnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan 

e-Biling system sebagai upaya optimalisasi pendistribusian pupuk di Provinsi 

Lampung. 

 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Pada tahap ini ada dua macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, 

yaitu:  

1. Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan terstruktur karena peneliti menggunakan pedoman 

wawancara yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data 

yang dicari. Isi wawancara menanyakan tentang pelaksanaan e-billing system dari 6 

indikator kesiapan pelaksanaan e-governance dan 6 indikator optimalisasi 

pendistribusian pupuk bersubsidi serta penghambat pelaksanaan e-billing system 

yang selama ini dirasakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 

Kota Metro serta gabungan kelompok tani.Berikut ini adalah daftar informan yang 

diwawancarai oleh peneliti: 
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Tabel 4 Informan Penelitian. 

 

No Informan Data yang Diperoleh Tanggal 

Wawancara 

1. Wiji, S.P 

 

(Kepala Bidang 

Tanaman Pangan dan 

Holtikultura sekaligus 

Pelaksana Tugas 

Sekretaris Dinas 

Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan 

Perikanan Kota Metro) 

1. Latar belakang adanya e-

billing system di Kota 

Metro. 

2. Proses pelaksanaan e-

billing system di Kota 

Metro. 

3. Pengembangan sistem 

(website) e-billing 

system. 

4. Hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan e-

billing system 

2 Mei 2019 

2. AG. Herman Susilo, 

S.Si, M.T.A 

 

(Kepala Bidang 

Penyuluhan Pertanian 

Dinas Ketahanan 

Pangan Pertanian dan 

Perikanan Kota Metro) 

1. Latar belakang adanya e-

billing system di Kota 

Metro. 

2. Proses pelaksanaan e-

billing system di Kota 

Metro. 

3. Pengembangan sistem 

(website) e-billing 

system. 

4. Hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan e-

billing system 

7 Mei 2019 

3. M. Suhada 

 

(Ketua Gapoktan 

Makmur Sejahtera) 

1. Proses pelaksanaan e-

billing system di Kota 

Metro. 

2. Hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan e-

billing system 

7 Mei 2019 

4. Rahmat  

 

(Ketua Kelompok Tani 

Marta) 

1. Proses pelaksanaan e-

billing system di Kota 

Metro. 

2. Hambatan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan e-

billing system 

7 Mei 2019 

 

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengupulkan 

dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber. 

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data cetak dan 

gambar pelaksanaan e-billing system dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan 

Perikanan Kota Metro dan gabungan kelompok tani.Berikut ini adalah dokumen-

dokumen yang peneliti dapatkan selama penelitian berlangsung: 

 

Tabel 5 Dokumentasi Penelitian. 

 

No Nama Dokumen Data yang Diperoleh 

1. Profil Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan Kota Metro 

1. Struktur Organisasi 

2. Visi dan Misi 

3. Tugas Pokok dan Fungsi 

2. Standard Operating Procedures (SOP) Peraturan tertulis mengenai 

pelaksanaan e-billing system 

3. Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Dokumen pembelajaran e-billing 

system 

4. Dokumentasi Foto Foto kegiatan yang berkaitan 

dengan pelakasanaan e-billing 

system 

5. Undang-Undang Peraturan Gubernur No 99 Tahun 

2016 tentang Pola Distribusi 

Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian 

Provinsi Lampung 

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019) 

 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

 

 

Bogdan dalam Sugiyono (2017:244), analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya 
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diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan 

data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, 

memilih yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2107:246-252), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif yaitu: 

 

1. Reduksi Data (Reduction Data)  

Reduksi data diartikan proses pemilihan, focusing, penyederhanaan, abstraksi dan 

transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen 

lapangan. Data yang ada di lapangan kemudian dirangkum, memilah hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. 

Dalam tahap ini peneliti memilah-milah mana data yang dibutuhkan dalam 

penelitian pelaksanaan e-Biling system dan mana yang bukan. Kemudian peneliti 

akan memisahkan data yang tidak perlu dan memfokuskan data yang benar-benar 

berhubungan dengan  pelaksanaan e-billing system. 

 

2. Penyajian Data (Data Display)  

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk 

memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu 

dari penelitian. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami 

kondisi yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan 
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informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan.  

 

Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks 

naratif, bagan, foto atau gambar dan sejenisnya untuk menjelaskan implementasi 

kebijakan e-billing system sebagai upaya optimalisasi pendistribusian pupuk di 

Provinsi Lampung. 

 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian berdasarkan sumber data 

primer dan sekunder sehingga diperoleh jawaban tentang implementasi kebijakan e-

billing system. 

 

 

G. Teknik Keabsahan Data 

 

 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan 

(validitas) atas keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu 

penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif 

menyebut standar tersebut dengan keabsahan data.  Menurut Moleong (2007:324) ada 

beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu: 
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1. Derajat Kepercayaan (credibility) 

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas 

internal dan nonkualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan: pertama, penemuannya 

dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan 

dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti. 

Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu : 

 

a. Triangulasi 

Triangulasi yaitu memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Menurut 

Tresiana (2013:86) triangulasi menyangkut empat hal pokok, yaitu : 

1) Triangulasi data yaitu memanfaatkan berbagai sumber data. 

2) Triangulasi peneliti yaitu melibatkan berbagai peneliti yang berbeda 

latar belakang keilmuannya. 

3) Triangulasi teori yaitu menggunakan perspektif yang berbeda untuk 

menginterpretasikan serangkaian data yang terkumpul. 

4) Triangulasi metode yaitu penggunaan berbagai metode untuk 

mempelajari suatu persoalan. 

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data dengan melakukan 

pengumpulan data melalui beberapa sumber dengan melakukan wawancara ke 

beberapa informan yang terkait dengan fokus penelitian. Selain itu peneliti 

membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, dokumentasi, 

di lapangan.  
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b.  Keteralihan Data (transferability) 

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara 

konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang 

peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks 

yang sama.Derajat keteralihan data dapat dicapai lewat uraian yang cermat, 

rinci, tebal, atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan 

penerima.Penulis dalam hal ini mendeskripsikan atau memaparkan data yang 

telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, maupun dokumentasi secara 

transparan dan menguraikannya secara rinci. 

 

c. Kebergantungan Data (dependability) 

Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan 

pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti 

tidak melakukan penelitian di lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti 

seperti ini perlu diuji dependability-nya, dan untuk mengecek apakah hasil 

penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan 

pembimbing.Hasil yang dikonsultasikan antara lain proses penelitian dan taraf 

kebenaran data serta penafsirannya, sehingga dalam hal ini penulis perlu 

menyediakan data mentah, hasil analisis data dan sintesis data serta catatan 

mengenai proses yang digunakan. 

 

d.  Kepastian Data (confirmability)  

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian 
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(confirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. 

Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap 

seluruh komponendan proses penelitian serta hasil penelitiannya. Pemeriksaan 

yang dilakukan oleh pembimbing menyangkut kepastian asal-usul data, logika 

penarikan kesimpulan dari data dan penilaian derajat ketelitian serta telaah 

terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 

 



 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

 

 

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan peneliti tentang “Implementasi e-Billing 

System di Kota Metro” maka kesimpulannya adalah sebagai berikut. 

1. Implementasi e-billing system 

E-billing system telah memenuhi konsep governance as innovation, governance as 

collaboration dan governance as public service. Namun dalam pelaksanaannya 

dinilai belum baik karena belum mampu memenuhi indikator kesiapan pelaksanaan 

e-governance dan indikator tingkat keoptimalan pendistribusian pupuk bersubsidi 

melalui e-billing systemdi Kota Metro. 

  

2. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Dalam Implementasi e-Billing System 

 

Dalam pelaksanaan e-billing system, masih didapati beberapa hambatan-hambatan 

diantaranya:  

a. terbatasnya permodalan petani,  

b. terbatasnya kuota pupuk bersubsidi,  

c. sikap petani yang kurang patuh terhadap prosedur penebusan pupuk bersubsidi,  
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d. serta masih dijumpainya keterlambatan dalam proses pendisitribusian pupuk 

bersubsidi di Kota Metro. 

 

B. Saran 

 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang peneliti ajukan berupa rekomendasi 

yaitu sebagai berikut: 

1. Dinas pertanian tingkat Kabupaten/Kota seperti Dinas Ketahanan Pangan, 

Pertanian dan Perikanan Kota Metro juga diberikan akses masuk ke website e-

billing system(www.pupuklampung.com) agar mempermudah dalam proses 

penguploadan RDKK dan juga mampu ikut serta dalam mengawasi 

perkembangan website serta jalannya e-billing system melalui website yang 

ada. 

2. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro perlu 

melakukan pengadaan infrastruktur teknologi khususnya laptop bagi para 

penyuluh pertanian guna memaksimalkan kinerja penyuluh.serta perlu 

mengupayakan peningkatan kuota pupuk bersubsidi agar kebutuhan pupuk 

petani dapat terpenuhi. 

3. Produsen pupuk bersubsidi perlu meningkatkan kinerjanya dalam proses 

pendistribusian pupuk bersubsidi agar tidak terjadi keterlambatan terus-

menerus. 

http://www.pupuklampung.com/
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4. Kelompok tani di Kota Metro dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi 

sebelum masa tanam agar apabila terjadi keterlambatan pupuk bersubsidi hal 

tersebut dapat diantisipasi dan tidak menggangu jadwal pemupukan tanaman. 

5. Bank Lampung sebagai mitra dalam pelaksanaan e-billing system mampu 

membantu petani dalam masalah permodalan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

yang diberikan dengan bunga sebesar 7% masih dirasa berat oleh petani. Akan 

lebih baik jika  Bank Lampung mampu menurunkan bunga pinjaman agar 

petani lebih antusias menyambut program KUR yang ditawarkan. 
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